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Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terbuka

Rabu, 8 April 2020

10.10 s.d. 12.35 WIB

Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
sebagai Tindak Lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan COVID-19.

Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)

Drs. Budi Kuntaryo
A. 40 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Hudoyo, M.M. (PIt. Direktur Jenderal Pengendalian
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

1



10.

11.
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PENDAHULUAN

. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (PIt. Direktur

Jenderal Pengelolaan  Hutan  Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
(PPKL));

Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun
Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan);

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Perhutanan  Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan
Pengembangan SDM (BP2SDM));

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan); dan

Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi
Gambut).

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(secara virtual) membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk
Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Inpres Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dibuka pukul
10.10 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1.

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi
anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020, dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19, untuk selanjutnya secara simultan dilakukan
refocusing dengan penghematan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bantuan Sosial atau
Bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta
para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan yang terkena dampak COVID-19, sebesar minimum 10% dari pagu
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang
telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020.

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Kebun Bibit Rakyat,
program Kebun Bibit Desa, program Pembangunan Perhutanan Sosial
Nasional, serta program lain yang bersentuhan langsung dengan kelompok
tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli api, pekerja
sampah, dropbox, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi dan
manfaat hasil usaha yang dikembangkan.

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk tetap memprioritaskan anggaran
dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk mendorong Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan
Tanaman Industri (HTI) serta Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH) untuk berperan aktif dalam upaya Percepatan Penanganan COVID-
19 melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan Alat
Pelindung Diri (APD) serta bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup
jelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020, bagi para petugas yang
mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta
masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi
anggaran, sebelum rapat kerja tanggal 15 April 2020.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan Komisi IV DPR RI
Kehutanan, Ketua Rapat,
Ttd. Ttd.
Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar Sudin, S.E.
A-151



